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ABSTRAK  

 

Tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara seakan tak pernah 

surut, meskipun aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan 

Korupsi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tak 

terkecuali tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat 

Keterangan Lunas Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (SKL-BLBI) kepada 

Sjamjul Nursalim. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, 

yaitu: bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menyatakan 

bahwa Syafrudin Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang 

didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak 

pidana? dan bagaimana upaya peneliti terkait kasus Syafrudidin Arsyad 

Temenggung yang telah menerbitkan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim tidak 

terulang lagi? 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian yuridis normatif. Bahan-bahan yang dikaji adalah bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan 

hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Syafrudin Arsyad 

Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, akan 

tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana adalah merupakan 

suatu yang keliru, mengingat perkara penerbitan SKL BLBI kepada sejumlah 

obligor salah satunya Sjamsul Nursalim murni berada di ranah pidana. Pada 

peradilan di tingkat pertama dan banding, majelis hakim sudah menyimpulkan 

bahwa Syafruddin terbukti melakukan tindak pidana dan para saksi hingga ahli 

yang dihadirkan di persidangan sudah secara terang benderang menyebutkan 

keterlibatan atau kekeliruan dari Syafruddin menerbitkan SKL BLBI kepada 

Sjamsul Nursalim itu. Padahal diketahui bahwa yang bersangkutan belum 

memenuhi kewajiban atau bahwa ada upaya mengelabui negara dengan jaminan 

aset yang tidak senilai dengan perjanjian awal. Di sisi lain, suatu perbuatan di 

bidang perbankan yang dalam hal ini dilakukan oleh Safruddin Arsyad 

Temenggung melanggar prosedur atau persyaratan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional (BPPN), maka dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan 

hukum, yang merupakan salah satu unsur tidak pidana korupsi.  Upaya peneliti 

terkait kasus Syafrudidin Arsyad Temenggung yang telah menerbitkan SKL BLBI 

kepada Sjamsul Nursalim tidak terulang lagi dengan dilakukan urgensi 

pembentukan lembaga eksaminasi. Eksaminasi sendiri memiliki arti ujian atau 

pemeriksaan.   
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Abstract 

  

 Corruption crimes involving state officials never seem to have subsided, 

even though law enforcement officials, in this case the Corruption Eradication 

Commission, have arrested the perpetrators of corruption, including corruption in 

the alleged corruption case issuing a Certificate of Settlement for Bank Indonesia 

Liquidation Assistance (SKL- BLBI) to Sjamjul Nursalim. There are three issues 

discussed in this research, namely: what is the basis for the judgment of the 

Supreme Court judge who stated that Syafrudin Temenggung was proven to have 

committed an act as charged, but that the act was not a criminal act? and how 

can the researchers' efforts related to the case of Syafrudidin Arsyad 

Temenggung, who issued the SKL BLBI to Sjamsul Nursalim, not be repeated? 

 The research method used in this research is normative juridical research 

method. The materials studied were primary, secondary and tertiary legal 

materials. The results showed that the basis for the consideration of the Supreme 

Court judge stating that Syafrudin Arsyad Temenggung was proven to have 

committed an act as charged, but that the act was not a criminal act was a 

mistake, considering the case of issuing SKL BLBI to a number of obligors, one of 

which was pure Sjamsul Nursalim. are in the realm of crime. At the trial at the 

first level and on appeal, the panel of judges had concluded that Syafruddin was 

proven to have committed a criminal act and the witnesses so that the experts 

presented at the trial had clearly stated Syafruddin 's involvement or mistake in 

issuing the SKL BLBI to Sjamsul Nursalim. Even though it is known that the 

person concerned has not fulfilled his obligations or that there have been attempts 

to deceive the state into guaranteeing assets that are not worth the original 

agreement. 

 On the other hand, an act in the banking sector which in this case was 

carried out by Safruddin Arsyad Temenggung violates the procedures or 

requirements as stipulated in Government Regulation Number 17 of 1999 

concerning the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), can qualify as an 

illegal act, which is one of the elements is not criminal corruption. Researcher's 

efforts related to the case of Syafrudidin Arsyad Temenggung, who had issued 

SKL BLBI to Sjamsul Nursalim, were not repeated with the urgency of 

establishing an examination institute. Eksamination itself means examination or 

examination.   
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